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Abstrak: Ledakan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah 

memicu transformasi besar dalam lanskap keuangan, sekaligus 

menghadirkan tantangan baru bagi konsistensi penerapan prinsip-prinsip 

fikih muamalah. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap layanan 

keuangan digital yang efisien dan beretika, muncul kebutuhan mendesak 

untuk meninjau ulang relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam 

merespons inovasi tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis 

reaktualisasi tiga kaidah fikih utama al-masyaqqah tajlibut-taysir 

(kesulitan mendatangkan kemudahan), adh-dharar yuzal (kemudaratan 

harus dihilangkan), dan al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat 

dijadikan hukum) dalam konteks praktik fintech syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

deskriptif-analitis terhadap literatur fikih klasik. Kerangka teoritis 

penelitian bertumpu pada teori maqasid al-syariah yang menekankan 

tercapainya kemaslahatan, dan diperkuat oleh teori hukum ekonomi 

Islam kontemporer yang membuka ruang bagi ijtihad kontekstual 

terhadap perubahan zaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

reaktualisasi prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir terwujud melalui 

digitalisasi akad, tanda tangan elektronik, dan otomatisasi pembiayaan 

sebagai bentuk kemudahan (taysir) yang tetap menjaga substansi syariah. 

Prinsip adh-dharar yuzal berperan sebagai landasan perlindungan 

konsumen digital dan mitigasi risiko struktural, sedangkan al-‘adah 

muhakkamah melegitimasi praktik urf digital seperti e-payment dan 

virtual account sebagai kebiasaan sah dalam sistem ekonomi Islam 

modern. Sinergi ketiga kaidah ini membentuk fondasi etika syariah 

digital yang meneguhkan karakter Islam sebagai sistem hukum yang 

adaptif, berkeadilan, dan maslahat-oriented di era teknologi finansial. 

Kata Kunci: Qawa‘id Fiqhiyyah, Fintech Syariah, Maqasid al-Syariah, 

Hukum Ekonomi Syariah. 
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Abstract: The explosion of financial technology (fintech) in Indonesia 

has triggered a major transformation in the financial landscape, as well 

as presenting new challenges for the consistent application of muamalah 

fiqh principles. In the midst of increasing demand for efficient and 

ethical digital financial services, an urgent need arises to review the 

relevance and flexibility of Islamic law in responding to these 

innovations. This article aims to analyze the re-actualization of the three 

main fiqh rules of al-masyaqqah tajlibut-taysir (difficulty brings ease), 

adh-dharar yuzal (adversity must be eliminated), and al-'adah 

muhakkamah (customs can be made into law) in the context of sharia 

fintech practice in Indonesia. This research uses a qualitative approach 

with descriptive-analytic analysis methods on classical jurisprudence 

literature. The theoretical framework of the research relies on the theory 

of maqasid al-syariah which emphasizes the achievement of benefit, and 

is strengthened by legal theorycontemporary Islamic economics which 

opens up space for contextual ijtihad towards changing times. The 

results of the study show that the re-actualization of the al-masyaqqah 

principle of tajlibut-taysir is realized through contract digitization, 

electronic signatures, and financing automation as a form of 

convenience (taysir) that still maintains the substance of sharia. The 

principle of adh-dharar yuzal acts as a basis for digital consumer 

protection and structural risk mitigation, while al-'adah muhakkamah 

legitimizes digital urf practices such as e-payment and virtual accounts 

as legitimate habits in the modern Islamic economic system. The synergy 

of these three rules forms the foundation of digital sharia ethics which 

confirms the character of Islam as an adaptive, just and benefit-oriented 

legal system in the era of financial technology. 

Keywords: Qawa'id Fiqhiyyah, Sharia Fintech, Maqasid al-Shariah, 

Sharia Economic Law. 

 

Pendahuluan 

Ledakan financial technology (fintech) telah menciptakan 

disrupsi positif dalam lanskap keuangan Indonesia, yang ditandai 

dengan meningkatnya inklusi keuangan digital di berbagai lapisan 

masyarakat.(Laldin & Furqani, 2019) Transformasi ini tidak 

hanya mempercepat transaksi, tetapi juga mengubah paradigma 

masyarakat dalam memaknai sistem keuangan yang adaptif, 

efisien, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ekonomi Islam, 

geliat fintech beriringan dengan potensi besar ekonomi syariah 

Indonesia yang terus berkembang, sehingga melahirkan 
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kebutuhan akan layanan keuangan digital yang tidak hanya efisien 

dan kompetitif, tetapi juga beretika serta selaras dengan prinsip-

prinsip syariah.(Putri & Samsuri, 2025) Namun, di balik potensi 

pertumbuhannya, industri fintech syariah menghadapi tantangan 

paradigmatik yang mendasar berupa kesenjangan antara 

kecepatan inovasi teknologi dan kedalaman komitmen terhadap 

fondasi hukum Islam (fiqh muamalah).(Yarli, 2018) Fondasi 

hukum Islam memiliki fungsi normatif untuk memastikan bahwa 

label “syariah” tidak sekadar menjadi formalitas komersial, tetapi 

juga mencerminkan nilai-nilai substantif yang terinternalisasi 

dalam seluruh mekanisme operasional.  

Dalam situasi ini, paradigma hukum Islam yang kaku dan 

berorientasi pada teks fikih klasik sering kali tidak memadai 

untuk menjawab realitas baru yang terus berubah secara cepat di 

era digital.(Susanto et al., 2025) Maka diperlukan suatu bentuk 

reaktualisasi hukum Islam yang bersifat strategis dan dinamis 

melalui penggunaan kaidah fikih (qawa‘id fiqhiyyah) sebagai 

instrumen konseptual yang universal. Kaidah fikih memiliki 

karakter lentur dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga 

relevan untuk menjadi panduan normatif dalam menafsirkan 

berbagai fenomena baru di dunia keuangan digital. Dalam 

konteks ini, tiga kaidah sentral al-masyaqqah tajlibut-taysir 

(kesulitan mendatangkan kemudahan), adh-dharar yuzal 

(kemudaratan harus dihilangkan), dan al-‘adah muhakkamah 

(adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) menjadi kompas 

epistemologis yang mampu menavigasi problematika 

kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam literatur 

fikih klasik.(Zulhamdi, 2021) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi 

ketiga kaidah fikih tersebut dalam konteks keuangan digital, 

khususnya dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia. Fokus 

utama penelitian ini terletak pada upaya konseptualisasi kembali 

nilai-nilai universal fikih agar dapat berfungsi sebagai prinsip 

dasar pembentukan sistem keuangan digital yang adil, transparan, 

dan berorientasi pada kemaslahatan. Berbeda dengan studi-studi 

terdahulu yang lebih menekankan analisis hukum terhadap jenis 

akad tertentu atau kepatuhan regulatif,(Furkon et al., 2025; Intan, 

2025; Permana, 2020; Putri & Samsuri, 2025; Umam et al., 2025) 
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penelitian ini berfokus pada dimensi epistemologis dan filosofis-

hukum dari qawa‘id fiqhiyyah sebagai kerangka berpikir yang 

membentuk etika digital Islam. Pendekatan ini dapat memberikan 

kontribusi yang lebih mendasar terhadap pengembangan hukum 

ekonomi Islam kontemporer dengan memperlihatkan bagaimana 

prinsip-prinsip klasik Islam mampu bertransformasi secara 

konstruktif dalam menghadapi tantangan modernitas digital. 

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada dua fondasi 

utama. Pertama, teori maqasid al-syariah, yang menekankan 

bahwa seluruh aturan hukum Islam harus bermuara pada 

pencapaian kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan pencegahan 

kemudaratan (daf‘ al-mafsadah).(Thahir, 2015) Ketiga kaidah 

fikih yang menjadi fokus kajian ini merupakan derivasi 

operasional dari prinsip maqasid tersebut. Kedua, teori hukum 

ekonomi islam kontemporer, yang menegaskan perlunya 

pendekatan ijtihad kontekstual dalam menghadapi dinamika 

ekonomi digital. Pendekatan ini membuka ruang legitimasi bagi 

penggunaan al-‘adah muhakkamah sebagai dasar pengakuan 

terhadap kebiasaan baru masyarakat digital selama tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.(Asari & 

Hasanuddin, 2024) 

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini 

mengajukan tiga proposisi akademik utama. Pertama, bahwa 

reaktualisasi prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir mampu 

memperkuat inklusivitas dan aksesibilitas keuangan syariah tanpa 

menyalahi ketentuan hukum Islam. Kedua, bahwa penerapan 

prinsip adh-dharar yuzal dalam konteks fintech digital menjadi 

dasar bagi pembentukan etika perlindungan konsumen dan tata 

kelola risiko yang adil. Ketiga, bahwa aktualisasi prinsip al-‘adah 

muhakkamah terhadap budaya transaksi digital dapat memperkuat 

legitimasi urf digital sebagai bagian dari konstruksi hukum Islam 

kontemporer. Melalui reaktualisasi ketiga nilai tersebut penelitian 

ini akan mengokohkan posisi fintech syariah di Indonesia sebagai 

sistem ekonomi digital dengan prinsip syariah, relevan terhadap 

perubahan zaman, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus 

pada analisis konseptual dan normatif terhadap penerapan kaidah 

fikih dalam sistem keuangan digital. Sementara jenis penelitian in 

tergolong studi kepustakaan (library research) yang bersumber 

dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup 

kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Asybah wa al-Nazhair karya 

Imam As-Suyuthi dan Al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, yang 

menjadi rujukan utama dalam pembahasan qawa‘id fiqhiyyah. 

Sedangkan sumber sekunder mencakup karya ulama 

kontemporer, fatwa DSN-MUI terkait fintech,(Dewi et al., 2025) 

regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi ilmiah 

tentang hukum ekonomi Islam, serta laporan riset industri fintech 

syariah di Indonesia.  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah reduksi 

data, kategorisasi, dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan 

menelaah substansi tiga kaidah utama Al-Masyaqqah Tajlibut-

Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), Adh-Dharar Yuzal 

(kemudharatan harus dihilangkan), dan Al-‘Adah Muhakkamah 

(adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dalam konteks transaksi 

digital modern. Dilanjutkan dengan analisis maqashidi (berbasis 

tujuan syariah) untuk melihat sejauh mana penerapan kaidah-

kaidah tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, 

dan keadaban dalam ekonomi Islam. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Kaidah Fikih sebagai Instrumen Dinamis dalam Fiqh 

Muamalah Kontemporer 

Muamalah dalam Islam merujuk pada aturan-aturan yang 

mengatur hubungan antar individu dalam aspek sosial dan 

ekonomi. Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah bahwa segala 

bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan eksplisit 

dari syariat. Prinsip ini dikenal dengan kaidah al-ashlu fi al-

mu’amalah al-ibahah ma lam yadullu dalilun ‘ala tahrimihi (hukum 

asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang 

melarangnya).(Hayati & Ayu, 2024) Dengan demikian, hukum 

muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, memberikan ruang bagi 
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adaptasi sesuai kebutuhan masyarakat.  

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya 

prinsip ini dengan firman-Nya : 

ٰٓايَُّهَا مَنوُْا الَّذِيْنَ  ي  ا لَ  ا  ٰٓ  بِالْبَاطِلِ  بيَْنَكُمْ  امَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُْٰٓ نْكُمْ  ترََاض   عَنْ  تِجَارَة   تكَُوْنَ  انَْ  الَِّ  وَلَ   ۗم ِ

ا ا بكُِمْ  كَانَ  اٰللَّ  اِنَّ   ۗانَْفسَُكُمْ  تقَْتلُوُْٰٓ رَحِيْم    

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa [4]:29 

Ayat ini menekankan bahwa transaksi dalam Islam harus 

berdasarkan keadilan dan kesepakatan, tanpa adanya unsur 

kezaliman atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, fiqh muamalah 

memberikan kerangka kerja yang memungkinkan umat Islam 

untuk melakukan berbagai jenis transaksi ekonomi secara halal dan 

transparan.(Susanto et al., 2025)  

Beberapa karakteristik utama muamalah dalam Islam 

meliputi :  

1. Keadilan (al-‘adalah) : Setiap transaksi harus bebas dari unsur 

kezaliman, baik terhadap pihak penjual maupun pembeli. 

Keadilan ini diwujudkan dengan memberikan hak secara 

proporsional kepada semua pihak. 

2. Kesukarelaan (at-taradhi) : Kesepakatan dalam transaksi harus 

dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.  

3. Transparansi (al-wudhuh) : Transaksi harus jelas dan bebas dari 

ketidakpastian (gharar).  

4. Kemanfaatan (maslahah) : Setiap akad harus membawa 

manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta tidak menimbulkan 

mafsadat (kerusakan).(Lubis & Fahri, 2025)  

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap akad dan 

transaksi untuk memastikan kehalalan dan keberkahannya. 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik penghasilan 

seseorang adalah dari perniagaan yang dilakukan dengan jujur." 

(HR. Ahmad). Hadits ini mempertegas pentingnya kejujuran dan 

integritas dalam setiap transaksi ekonomi, yang menjadi esensi dari 

fiqh muamalah. 
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B. Kaidah Utama sebagai Prinsip Adaptif terhadap Inovasi 

Digital 

Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip universal yang menjadi 

pedoman dalam menerapkan hukum Islam.(Rahmat et al., 2025) 

Allah SWT berfirman : 

ا وَلَ  نْ  فَرِيْق ا لوُْالِتأَكُْ  الْحُكَّامِ  اِلَى بهَِآٰ  وَتدُْلوُْا بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  امَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُْٰٓ  النَّاسِ  امَْوَالِ  م ِ

ثْمِ  تعَْلمَُوْنَ  وَانَْتمُْ  بِالِْ  ࣖ  

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan 

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 

mengetahui. QS. Al-Baqarah [2]:188 

Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk menghindari 

segala bentuk praktik yang merugikan orang lain, baik melalui 

penipuan maupun manipulasi hukum. 

Beberapa kaidah yang relevan sebagai Prinsip Adaptif 

terhadap Inovasi Digital meliputi:(Jannah et al., 2025) 

1. Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir: Dasar Kemudahan dan 

Inklusivitas Hukum dalam Transaksi Digital 

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir (kesulitan 

mendatangkan kemudahan) menegaskan prinsip bahwa hukum 

Islam hadir untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, 

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:185, 

“Yurîdullâhu bikumul yusra wa lâ yurîdu bikumul ‘usra.” Dalam 

konteks fintech syariah, kaidah ini memberikan legitimasi bagi 

penggunaan teknologi digital guna memudahkan akses keuangan 

umat, khususnya kelompok unbanked. Inklusivitas layanan digital 

seperti e-wallet syariah, pembiayaan peer-to-peer berbasis akad 

murabahah, dan sistem pembayaran tanpa kontak merupakan 

perwujudan konkret dari spirit kemudahan yang ditekankan oleh 

kaidah ini.(Zainul Aziz Nasution et al., 2025) Namun, kemudahan 

yang ditawarkan teknologi tidak boleh melampaui batas-batas 

syariah. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi pedoman dalam 

merancang kebijakan dan inovasi fintech yang tetap menjaga aspek 

kehalalan akad, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. 

Dengan demikian, Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir bukan hanya 

asas toleransi hukum, tetapi juga prinsip inklusivitas syariah yang 
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mengakomodasi kemajuan digital secara bertanggung jawab. 

2. Adh-Dharar Yuzal: Prinsip Keadilan dan Perlindungan 

Risiko Digital 

Kaidah Adh-Dharar Yuzal (kemudharatan harus dihilangkan) 

berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan hak individu dalam 

transaksi muamalah. Dalam konteks digital, bentuk mudharat dapat 

muncul dalam berbagai wujud seperti pencurian data, manipulasi 

algoritma, penipuan investasi online, atau kegagalan sistem yang 

merugikan konsumen. Kaidah ini menjadi dasar normatif bagi 

perlunya sistem keamanan siber, mekanisme pengaduan, serta 

regulasi perlindungan data pribadi dalam operasional fintech 

syariah.(Tri Winarsih, 2023) Penerapan prinsip ini juga berkaitan 

erat dengan asas transparansi (al-shafafiyyah) dan akuntabilitas 

dalam hukum ekonomi Islam. Fintech syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip Adh-Dharar Yuzal wajib meniadakan segala 

bentuk ketidakpastian (gharar), kecurangan (tadlis), dan eksploitasi 

digital. Oleh karena itu, kaidah ini berfungsi sebagai pagar etis dan 

legal untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menjadi 

sarana penindasan atau ketidakadilan ekonomi. 

3. Al-‘Adah Muhakkamah: Penerimaan terhadap ‘Urf Digital 

sebagai Bagian dari Hukum Syariah Dinamis 

Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah (adat kebiasaan dapat 

dijadikan hukum) memberikan dasar epistemologis bagi hukum 

Islam untuk mengakomodasi praktik sosial yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash dan 

maqashid syariah. Dalam era digital, muncul fenomena baru yang 

dapat dikategorikan sebagai ‘urf digital, seperti kebiasaan 

menggunakan tanda tangan elektronik, transaksi melalui platform 

daring, atau sistem penilaian berbasis algoritma. Kaidah ini 

menjelaskan bahwa kebiasaan baru tersebut dapat memiliki 

kekuatan hukum selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak 

mengandung unsur yang dilarang. Penerapan ‘urf digital dalam 

fintech syariah menunjukkan sifat dinamis hukum Islam dalam 

menanggapi transformasi sosial teknologi.(Azhari et al., 2025) 

Dengan mengakomodasi praktik digital sebagai bentuk ‘urf shahih, 

hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan otoritas normatifnya. 
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C. Fintech Syariah Sebagai Fenomena Transformasi Hukum 

Dan Ekonomi Islam 

Istilah fintech merupakan akronim dari financial technology 

yang dalam bahasa Indonesia berarti teknologi keuangan. Secara 

konseptual, financial technology merujuk pada proses hibridisasi 

antara sistem keuangan tradisional dan inovasi teknologi digital 

dalam penyediaan layanan finansial. Menurut National Digital 

Research Centre (NDRC), fintech merupakan bentuk inovasi yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi modern untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi aktivitas keuangan.(Laldin & Furqani, 

2019) Teknologi ini menghadirkan sejumlah keunggulan, seperti 

penghematan waktu, biaya, serta penyederhanaan proses transaksi 

secara daring. 

Dalam pengertian yang lebih luas, PricewaterhouseCoopers 

(PwC) mendefinisikan fintech sebagai segmen dinamis dalam 

industri keuangan dan teknologi yang menitikberatkan pada 

pengembangan produk serta layanan berbasis inovasi digital. Dari 

berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fintech adalah 

hasil inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi 

sebagai instrumen utama guna menciptakan sistem transaksi yang 

lebih cepat, efisien, dan inklusif bagi masyarakat luas.(Munir 

Hamid et al., 2023) 

Sementara itu, fintech syariah merupakan bentuk 

pengembangan dari fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip hukum Islam (fikih muamalah). Mukhlisin (2017) 

mendefinisikannya sebagai inovasi pada sektor keuangan dan 

teknologi yang memfasilitasi transaksi serta investasi dengan 

berlandaskan nilai-nilai syariah. Dewan Syariah Nasional–Majelis 

Ulama Indonesia (DSN–MUI) melalui Fatwa Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018 menjelaskan bahwa fintech syariah adalah layanan 

keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima 

pembiayaan dalam suatu akad berbasis prinsip syariah, yang 

dilaksanakan secara elektronik melalui jaringan internet.(Nafiah & 

Faih, 2019) 

Dalam praktiknya, fintech syariah harus terbebas dari unsur-

unsur yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba (bunga), gharar 

(ketidakjelasan), maysir (judi), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), 

zulm (kezaliman), dan unsur haram lainnya.(Tri Winarsih, 2023) 
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Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya sekadar adopsi 

teknologi, tetapi juga manifestasi dari etika ekonomi Islam yang 

menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. 

Dalam konteks inklusi keuangan, fintech syariah memiliki peran 

strategis untuk menjangkau segmen masyarakat unbankable serta 

memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). 

Secara empiris, industri fintech di Indonesia masih 

didominasi oleh layanan berbasis konvensional. Berdasarkan data 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2019, tercatat sebanyak 113 

perusahaan penyelenggara layanan fintech telah memperoleh izin 

operasional, dengan sebagian besar bergerak di sektor non-syariah. 

Meskipun demikian, perkembangan fintech syariah menunjukkan 

tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Beberapa start-up 

seperti Ammana, Alami, dan Ethis menjadi pelopor layanan 

keuangan digital yang telah terdaftar di OJK serta memperoleh 

sertifikasi dari DSN–MUI. 

Perkembangan ini turut direspons secara kelembagaan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah.(117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah.Pdf, n.d.) Fatwa tersebut memuat 

delapan aspek penting, meliputi ketentuan umum, ketentuan 

hukum, subjek hukum, pedoman umum layanan, model 

pembiayaan, mekanisme akad, penyelesaian sengketa, serta 

ketentuan penutup. Keberadaan fatwa ini memberikan landasan 

yuridis sekaligus etis bagi operasional fintech syariah, serta 

memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan 

berbasis prinsip Islam. 

Dengan adanya kepastian hukum tersebut, fintech syariah 

dapat diposisikan sebagai manifestasi modern dari hukum ekonomi 

Islam yang dinamis. Ia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip 

fikih, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran, dapat 

diterjemahkan secara kontekstual melalui teknologi digital. Dengan 

kata lain, fintech syariah bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga 

bentuk transformasi epistemologis dari hukum Islam dari sistem 
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normatif yang berbasis teks menuju sistem adaptif yang 

berorientasi pada nilai dan kemaslahatan publik. 

D. Reaktualisasi Kaidah Fikih Dalam Transaksi Keuangan 

Digital 

1. Reaktualisasi Prinsip Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir 

Prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir (kesulitan mendatangkan 

kemudahan) menjadi pijakan utama dalam merespons kompleksitas 

sistem keuangan digital yang menuntut efisiensi dan kecepatan. 

Dalam konteks fintech syariah, digitalisasi akad tidak sekadar 

inovasi teknologis, tetapi manifestasi dari semangat taysir yang 

menjaga kemaslahatan umat tanpa menanggalkan prinsip-prinsip 

syariah.(Zulhamdi, 2021) Ketika akad tidak lagi harus dilakukan 

secara tatap muka, tetapi dapat berlangsung melalui platform 

daring, kemudahan tersebut menjadi bentuk aktualisasi maqasid al-

syari‘ah dalam memelihara harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan 

ekonomi umat (maslahah ‘ammah). 

Praktik penggunaan tanda tangan digital, verifikasi berbasis 

video consent, serta sistem otomatisasi pembiayaan dalam aplikasi 

fintech syariah seperti Ammana, Investree Syariah, dan Alami 

merupakan contoh konkret penerapan prinsip kemudahan dalam 

muamalah modern. Sistem tersebut menggantikan kebutuhan tatap 

muka dan verifikasi manual yang tidak lagi relevan dengan 

karakter masyarakat digital. Dalam perspektif fikih, bentuk-bentuk 

taysir ini selaras dengan prinsip raf‘ al-haraj (menghilangkan 

kesempitan) tanpa mengubah substansi akad. Dengan demikian, 

digitalisasi akad bukanlah penyimpangan dari tradisi fikih, 

melainkan reaktualisasi nilai-nilai kemudahan syariat dalam ruang 

digital yang tetap menjaga validitas dan keabsahan akad. 

Lebih jauh, kemudahan dalam transaksi digital ini memiliki 

landasan kuat dalam teori maslahah mursalah, yakni kemaslahatan 

yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tidak 

bertentangan dengan syariat.(Thahir, 2015) Pemanfaatan smart 

contract, blockchain verification, dan digital signature pada fintech 

syariah sejatinya merupakan bentuk maslahah mu‘tabarah karena 

mempercepat layanan, menekan biaya operasional, dan 

menghindari potensi sengketa administratif. Maka, penerapan 

prinsip al-masyaqqah tajlibut-taysir menjadi cermin fleksibilitas 

hukum Islam yang senantiasa bergerak bersama dinamika 
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teknologi. 

2. Reaktualisasi Prinsip Adh-Dharar Yuzal 

Dalam konteks ekonomi digital, risiko (dharar) menjadi 

bagian inheren yang tidak dapat dihindari, seperti penyalahgunaan 

data, keterlambatan sistem, hingga potensi fraud. Prinsip adh-

dharar yuzal (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) menjadi 

dasar normatif bagi lahirnya etika perlindungan konsumen 

digital.(Kumala et al., 2024) Fintech syariah di Indonesia telah 

berupaya menerapkan prinsip ini melalui mekanisme sharia 

compliance dan risk management yang diawasi oleh Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). Konsep ini menggeser paradigma hukum 

fikih dari sekadar keabsahan akad menuju perlindungan moral dan 

sosial bagi pengguna. 

Dualisme otoritas antara DSN-MUI sebagai lembaga fatwa 

dan OJK sebagai pengawas sistem keuangan menjadi sinergi 

strategis dalam menghapus dharar struktural di sektor fintech 

syariah. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi telah menegaskan prinsip 

keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam sistem digital. 

Regulasi ini mencegah praktik gharar (ketidakjelasan), tadlîs 

(penipuan), dan riba terselubung yang sering muncul dalam 

mekanisme digital. Dengan demikian, prinsip adh-dharar yuzal 

berfungsi sebagai norma etik dan kerangka regulatif yang 

mengawal keadilan transaksi dalam ruang digital syariah.(Ahmad 

Fathorrozi & Moh. Hamzah, 2024) 

Perlindungan konsumen dalam fintech syariah sejalan dengan 

maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), 

harta (hifz al-mal), dan akal (hifz al-‘aql). Penyedia platform 

diwajibkan mengedepankan prinsip transparansi, keamanan data, 

dan akuntabilitas sistem.(Hannani, 2023) Konsep dharar yuzal 

dalam konteks ini bukan sekadar larangan bahaya fisik, tetapi 

mencakup bahaya digital yang dapat merugikan pengguna secara 

psikologis maupun finansial. Oleh sebab itu, pengawasan syariah 

digital harus diperluas ke aspek algoritmik dan keamanan siber 

yang semakin kompleks dalam ekosistem keuangan Islam. 

3. Reaktualisasi Prinsip Al-‘Adah Muhakkamah 

Kaidah al-‘adah muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi 

hukum) menjadi dasar penerimaan syariah terhadap inovasi dan 
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kebiasaan baru di dunia digital. Dalam praktik fintech, urf digital 

seperti penggunaan e-payment, virtual account, dan digital wallet 

telah diterima sebagai bentuk transaksi sah selama tidak 

bertentangan dengan nash atau prinsip keadilan.(Pinara, 2025) 

Transformasi kebiasaan ekonomi dari tunai ke non-tunai 

menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi tanpa 

kehilangan nilai normatifnya.(Intan, 2025) Dengan demikian, urf 

digital menjadi entitas hukum baru yang menegaskan sifat dinamis 

fiqh muamalah kontemporer. 

Dalam konteks keuangan digital, urf shahih adalah kebiasaan 

yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat 

publik, seperti sistem auto-debit untuk zakat atau donasi digital. 

Sebaliknya, urf fasid terjadi ketika inovasi digital digunakan untuk 

praktik yang bertentangan dengan maqasid syariah, seperti 

spekulasi berbasis algoritma (crypto trading non-asset based). 

Analisis ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak menolak 

perubahan bentuk, tetapi menilai substansi dari nilai-nilai moral 

dan maslahat yang terkandung dalam praktik tersebut.(Widjanarko 

et al., 2025) Dengan demikian, al-‘adah muhakkamah berfungsi 

sebagai jembatan antara tradisi fikih dan budaya digital modern. 

Ketiga kaidah besar di atas al-masyaqqah tajlibut-taysir, adh-

dharar yuzal, dan al-‘adah muhakkamah membentuk fondasi bagi 

pengembangan etika digital Islam. Sinerginya menciptakan sistem 

nilai yang tidak hanya menilai halal-haram secara tekstual, tetapi 

juga mengintegrasikan aspek kemudahan, keadilan, dan kebiasaan 

baru secara moral dan maqasidiy. Dalam perspektif ini, fikih bisa 

dipahami sebagai aturan transaksional dan sebagai kerangka etik 

yang mampu menuntun perilaku ekonomi digital umat Islam 

menuju keadilan dan kesejahteraan.(Syam’ani & Mahmud, 2024) 

Integrasi antara kaidah fikih klasik dan maqasid al-syariah 

dalam ruang digital menegaskan bahwa Islam bukan agama yang 

statis, tetapi adaptif terhadap inovasi. Fintech syariah menjadi 

laboratorium sosial tempat diujinya kelenturan hukum Islam dalam 

menjawab tantangan baru. Ketika fikih bertransformasi menjadi 

etika digital Islam, maka prinsip kemudahan, keadilan, dan 

kebiasaan baik menjadi instrumen maqasidiyah yang menjaga 

nilai-nilai kemanusiaan di tengah revolusi teknologi.(Sandya & 

Yazid, 2025) Dengan demikian, reaktualisasi kaidah fikih dalam 
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keuangan digital memperkuat keabsahan hukum dan menghadirkan 

wajah Islam yang responsif, rasional, dan solutif bagi peradaban 

modern. 

 

Kesimpulan 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah fikih (qawa‘id 

fiqhiyyah) memiliki peran strategis sebagai instrumen 

epistemologis dalam mengarahkan arah perkembangan hukum 

Islam di tengah disrupsi digital. Prinsip al-masyaqqah tajlibut-

taysir menegaskan pentingnya kemudahan sebagai sarana menjaga 

kemaslahatan umat dalam sistem keuangan yang semakin 

kompleks dan cepat berubah. Digitalisasi akad, penggunaan tanda 

tangan elektronik, serta otomatisasi pembiayaan merupakan bentuk 

reaktualisasi prinsip taysir tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. 

Sementara kaidah adh-dharar yuzal memberikan kerangka moral 

dan hukum bagi perlindungan konsumen digital dalam ekosistem 

fintech syariah. Regulasi DSN-MUI dan OJK berperan penting 

dalam menghilangkan potensi dharar yang bersifat sistemik 

maupun struktural melalui mekanisme sharia compliance dan risk 

management. Adapun prinsip al-‘adah muhakkamah menjadi 

fondasi penerimaan hukum Islam terhadap inovasi dan kebiasaan 

baru yang lahir dari praktik digital, seperti e-payment, virtual 

account, dan dompet elektronik. Prinsip ini menunjukkan 

fleksibilitas syariat yang mampu mengakomodasi urf digital 

selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Secara 

konseptual, ketiga kaidah tersebut berpadu membentuk paradigma 

etika syariah digital yang merupakan sistem nilai yang menuntun 

aktivitas keuangan modern agar tetap berorientasi pada 

kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Reaktualisasi ini 

menandai pergeseran penting dari fikih sebagai perangkat hukum 

menuju fikih sebagai basis etika publik Islam di era digital. 
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